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‘Peluklah pohon-pohon kita. Selamatkan mereka
dari penebangan. Kekayaan bukit-bukit, kita selamat.

\ kan dari penjarahan’ (Vandana Shiva)

Ada beberapa isu yang harus perlu disepakati
=1 bersama dalam hal Perlindungan dan Perigelolaan
L Lingkungan Hidup yaitu upaya nyata untuk men-
wujudkan sasaran-sasaran program pembangunan
di bidang sumber daya alam dan lingkungan.
Upaya nyata dalam mengantisipasi dampak lingkungan serta penanganan akibat
bencana alam dan upaya nyata dalam mengoptimalkan kerjasama pusat-daerah

dan antar daerah dalam pengelolaan lingkungan.

Sangat penting bagi kita semua selaku lembaga pengelola lingkungan hidup
mulai dari tingat provinsi, kabupaien dan kota di seluruh Indonesia beserta stack-
holders lainnya seperti anggota DPR, LSM, ilmuwan, professional, pengusaha dan
lain-lainnya untuk memberikan kontribusi dalam desain kebijakan lingkungan.
Sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam
yang sangat melimpah berikut potensi-benc>na yang tak kecil, seharusnya kita
memiliki desain kebijakan lingkunigan yang visioner dan membumi. Masalahnya,
republik ini tampaknya tak memiliki fondasi politik lingkungan yang berwibawa
dan berdaya tawar kuat. Rapuhnya pundasi politik lingkungan bisa dilihat dari
innut dan output poiitik yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat

kebanyakan.

Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara di negeri ini
adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elite politik yang terlalu membuka
ruang bagi masuknva kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli
soal lingkungan hidup dimana, kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa
masalah ketimbang berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Realitas yang demikian seharusnya menyadarkan partai-partai politik

untuk menyuarakan pentingrya kesadaran akan politik lingkur.gan.

Ketersediaan anggaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup juga menjadi perhatian saat ini dimana alokasi anggaran untuk lingkungan
tidak terfokus saja di Kementerian Lingkungan Hidup namun tersebar di berbagai
sektor seperti di Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kemen-
terian Pertanian dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi kesulitan tersendii

dalam hal koordinasi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan.
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ap n;2di- pemantik- per gkungan dengan g

g n aujud~délamgreen'.policies-yang’»dibroduk negara. Era otonomi daerah
menyuguhkan fakta mengejutkan, ternyata politik otonomi daerah berjalan paralel
dengan tingginya tingkat degradasi lingkungan daerah. Selama bulan Ramadhan,
dengan menikmati suasana berpuasé, banyak pihak yang terdiri dari para iijakar;

birokrat dan publik telah berkumpul di Jakarta untuk berefleksi mengenai politik
lingkungan pada tataran otonomi. Maka ajakan untuk menulis dari Redaksi Suara
Bumi dalam suasana Ramadhan bagaikan kita diajak untuk melakukan Tadarus
Lingkungan. Sungguh sangat bermakna.

Kita mafhum bahwa politik otonomi daerah yang berjalan tentu saja tidak
boleh hanya sekadar menandakan ada yang berubah yang membedakan dengan
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tata pemerintahan masa Orde Baru yang beralih ke
orde yang dibilang Orde Reformasi. Orde sekarang ini
tetaplah harus berpijak pada pandangan paradigmatik
yang fundamental terhadap ide otonomi sebagai upaya
untuk berijtihad secara komprehensif untuk menata
kehidupan kenegaraan yang lebih berkah. Politik otonomi
harus dipahami dan diimplementasikan sebagai upaya
strategis dan teknis untuk merajut penyelenggaraan
pemerintahan yang selalu independen dalam batasan
NKRI. Otonomi secara konseptual harus dikonstruksi untuk
merancang bangun negara dengan segala sumber daya
rakyatnya secara beradab. Peningkatan kesejahteraan dan
kapasitas masyarakat secara berimbang dengan tatanan
stakeholders. stateholders adalah pilihan tunggal yang
harus dikedepankan, Otonomi hanya memiliki arti panting
baQ| rumah tangga NKRI dengan warga negaranya apabila
membuat keh:dupan kita lebih baik atz1 lebih mulia.
Dalam bahasa Pancasila tertu saja politik lingkungan harus
'dup yapg, lebih berketuhanan

 perubahan yang berbenah lebih
gandan tingginya tingkat deforestasi

dan mengeruk kekayaan alam dengan beragam perizinan
dan rezim kontrak karya pertambangan yang dipaksakan

oleh pusat ke daerah. Saatnyalah sesi otonomi daerah ini

menjadi ajang dimana orang-orang daerah mengenyam
kenyamanan pundi-pundi ekonomi lingkungan yang
menjadi SDA daerah.

Perdebatan tersebut tentu saja akan terus berkembang
dan sangat merugikan kepentingan lingkungan. Untuk
itulah yang dibutuhkan adalah politik lingkungan yang
“memformat lingkungan menjadl sentrum pembuatan
“ketijakan pembangunan. Pemenntah pusat dan pemerintah
daerah harus sama-sama memiliki satu visi satu misi dan satu
aksi untuk menjadikan hngkungan sebagai variabel utama
" dalam menakar dan mengukur kmerja pemerintahan.
Lingkungan adalah titik terinti kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan menjadi ukuran paling rasional dalam
membangun NKRI yang lingkungannya akan selalu lestari
secara fungsional. Dinamika poiitik otonomi daerah
pada ruang simpul yang harus tersepakati adalah jangan

~hancurkan lingkungan, karena tiada kehidupan tanpanya.




Krisis Lingkungan di Era Otonomi Daerah

Anda tentu sudah membaca. Terdapat paparan
simbolik-metaforik dari R. Latter atas kondisi lingkungan
kontemporer kita. Diungkapkan bahwa penduduk
Perancis beriang gembira menggunakan teka-teki untuk
mengajarkan kepada anzak-anak sekolah tentang sifat
pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah kolam teratai,
begitu teka-teki itu dimulai, berisi selembar daun. Tiap
hari jumlah daun itu berlipat dua. Dua lembar daun pada
hari kedua, empat pada hari ketiga, dan delapan pada
hari keempat, demikian seterusnya. Kalau kolam itu
penuh pada hari ketiga puluh, kapankah kolam itu berisi
separohnya? Degitu ditanyakan. Jawabnya adalah: "Pada
hari kedua puluh semuilan”. Cangkriman ini dirujuk pula
oleh L.R. Brown daiam bukunya The Twenty Ninth Day:
Accomodating Human Need and Numbers to The Earth’s

Resources.

Sudah dapat dipastikan secara prediktif bahwa
kondisi kolam teratai 'ndonesia, kini mungkin sudah
penuh seluruhnya, padahal waktu penyelamatannya
tinggal sehari saja. Maka semua pihak harus memahami
urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan.
Pencemaran lingkungan tampaknya tak kenal kompromi
dan kerap meluas tiada henti melanda lorong-lorong
lingkungan dengan rentetan kompleksitas konsekuensi
yang proklematik. Pencemaran air apalagi soal asap di
Riau diprediksi terus meningkat. Benarkah dan mengapa?

Pelaksanaan otonomi daerah dinilai banyak pihak
teiah menghasilkan sesuatu yang nyata secara ekologia,
yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan di setiap
lini kehidupan rakyat. Piranii kelembagaar pengelolaan
lingkungan benar-benar belum didayagunakan secara
fungsional. Malapetaka lingkungan kita mencapai titik




4 krusial yang berdampak pada banyak aspek kehidupan.
AS| mengandung logam berat Pb (timbal), penyakit ISPA
meningkat, kematian premature mengge| jala, dan lain
sebagainya. Wujud keangkuhan yang mendukacitakan.
Maraknya tingkat pencemaran lingkungan adalah
kebenaran yang tak terelakkan. Realitas telanjang yang tidak
perlu diragukan dan diherankan apalagi diperdebatkan.
Kenyataan itu merupakan produk sikap biarinisme dan
kemunafikan kepemimipinan. Birokrasi nasional, sektoral

" dan daerah di masa banter-banternya otonomi daerah
justru telah terbidik melakukan “systematic destruction”
terhadap lingkungan yang melebihi batas-batas toleransi.
Anehnya, potret visualnya acapkali berpenampilan seolah-
olah berpihak pada kepentingan ekologis. Kok bisa?

Contohnya pencemaran air maupun udara yang
terjadi di semua daerah di Indonesia. Bagaimana air atau
ucara tidak tercemar, kal2' kita dan industri dibiarkan oleh
Pemeiintah Daeran Kabupaten/Kota untuk membuang
limbah (cairnya) tanpa kendali. Instrumen perizinan sebagai
sarana pencegahan pencemaran tidak difungsikan. Para

pengusaha dengan enaknva membuang limbah tanpa - o .
: hitungan jari tangan sebelah”. Alhasil, para pengusaha

persyaratan. Enteng sekali. Mereka bebas memuntahkan

(

- para pengusaha untuk “mense

ccara kasatmata bebas memuuang limb, hnya tanpa izin.

“Jjur " limbahnya. Air sungai (kali) dijadikan media gratisan

ay{amkan" hmbahnya o
Kurang reaktifnya Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota

S i

patut dipertanyakan. Meiigapa?
Pada level provinsif'

Sesua| dengan esensi perizinan sebagal norma larangan

v (prohlbltur “dllarang kecualid

izin") maka perdefinisi
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untuk dilaksanakan. Tragis. Semoge tidaklah demikian
niatannya.

Cukup sudah. Tak usah lagi menunda. Namun kini
ada pergeseran dengan otonomi daerah. Pengendalian
nencemaran air tidak lagi secara penuh ada di genggaman
tangan Gubernur, tapi di tangan Kepala Daerah Kabupaten/
Kota berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001. Kami semua kini
menunggu kreasi responsif Bupati/Walikota. Gubernur
selayaknya tampil sebagai koordinator yang baik. Masih
ada haranan, meskipun hanya secercah.

Menko SDA Strategis dan Lingkungar Hidup

Yah... secara esensial kita membutuhkan bangunan
kepemimpinan ekologia. Sebuah kepemimginan yang
sensitif terhadap krisis lingkungan. Kepemimpinan
yang mempromosikan aktivitas akrab dan ramah
lingkungan. Intuisi kepemimpinan yang menétapkan
dan menggelegakkan public concern terhadap upaya
penyelamatan lingkungan dalam pembangunan
berkelanjutan: membangun tanpa mencemarkan dan
merusak lingkungan demi nasib generasi mendatang.
Kepemimpinan ekologia mempersyaratkan pengetahuan
kasuistik méupun universal, penegakan hukum yang
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efektif dan kultur kelembagaan yang kondusif bagi tatanan
“eco-society”. Betapa elegannya masyarakat yang berlabel
lingkungan. Masyarakat yang mampu bertahan hidup tanpa
memporakporandakan prospek generasi penerusnya. Inilah
substansi pembangunan berkelanjutan yang menuntun misi
kepemimpinan ekologia.

Melalui kepemimpinan ekologia, terjadinya
pencemaran perusakan lingkungan yang terus meluas
diharapkan dapat diminimalisir. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pencemaran dan
perusakan lingkungan merupakan kausa lahirnya sengketa
iingkungan, bahkan kejahatan yang berskala teroris. Tentu,
eskalasi sengketa lingkungan tidak untuk diperlebar dan
diproyekkan. Penyelesaian sengketa lingkungan merupakan
konsekuensi tuntutan harmonisitas kehidupan. Hindari
jotosan di antara para pelaku pengelolaan lingkungan.
Untuk itulah perlu membangun mekanisme “pencucian
dosa lingkungan” dengan mengembangkan politik
lingkungan sebagai kunci pandora upaya mengedepankan
“win-win solution”. Maka, yang mesti diagendakan
bukan “siapa yang akan memimpin?”“, tetapi “bagaimana
memimpinnya?”. Kelembagaan kepemimpinan lingkungan
nasional yang berupa Keméﬁ’t]éria’“rj Lingkungan Hidup
(KLH) harus diperkuat agér tidak menjadi si macan
ompony. Sekeras apapun auman.macan ompong, tidaklah
menakutkan, justru menggelikan dén d}permainkan. Ada
pikiran pembentukan Menko Su‘mber"D‘ziya Alam Strategis
dan Lingkungan Hidup melalui penguatan KLH.

Anggaran Hijau

Selama ini KLH telah mencoba Al‘mtu‘k terus mengajak
para pemangku kepentingan alié%StakéjﬁblderS agar pedli
kepada lingkungan hidup. Anggota DPR-DPRD dan Kepala
Daerah merupakan titik sentrum pelaku politik dalam
pembuatan kebijakan yang selayaknya memperhatikan
mutu lingkungan hidup. Filosofi sederhana yang dapat
dikatakan adalah bahwa tidak ada kehidupan yang
sehat tanpa lingkungan hidup yang sehat. Maka apabila
dewasa ini banyak bencana yang menggerus lingkungan
merupakan indikasi awal bahwa kondisi kehidupan ke
depan sudah ada tanda-tandanya untuk tidak baik.
Menurut Undang-undang Dasar 1945 diterangkan bahwa
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- lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
 ‘manusia Indonesia. Jadi lingkungan hidup yang baik dan
sehat adalah bagian penting HAM rakyat Indonesia yang
dijamin secara konstitusional. Untuk itulah negara melalui
pemerintahnya berkewajiban untuk menyediakan mutu
kehidupan warganya dengan memberikan jaminan atas
kualitas lingkungan hidupnya yang baik dan sehat.

Sejak Pemilu 2009 lalu, dan kini 2014 perlu
‘kesepahaman dengan KPU-KPUD untuk memberikan
sinyal politik agar semua calon anggota dewan dan calon

*“Presiden serta calon kepala daerah nantinya memperhatikan

kepentingan lingkungan. Dengan ini diharapkan semua
pihak terutama yang akan mencalonkan diri sebagai aktor
politik nyata, harus menjadi “wali lingkungan hidup”.
Pihak-pihak yang tidak mempersiapkan diri untuk menjadi
penyelamat lingkungan melalui kekuasaan yang ada
ditangannya jelas tidak akan lolos dalam seleksi pencalonan.
Meski demikian semua akan kembali kepada kondisi
vadministratif bahwa visi misi yang sudah mgnc_antumkan
_ berwawasan lingkungan akan diterima walaupun itu hanya
klise. Akan tetapi tetap kita harus optimis bahwa Iangkéh

KLH dan KPU-KPUD harus membangun komunikasi politik
sebagai pijakan awal untuk menggulirkan isu lingkungan

" menjadi pusat perhatian pembuatan kebijakan daerahyang

berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) yang telah menjadi kesepakatan
dunia akan direalisasi dalam strategi pembangunan
lokal yang diejawantahkan oleh para punggawa daerah.
Kepala daerah terpilih yang sudah mendeklarasikan disi
bervisi lingkungan sesungguhnya telah ikrar untuk siap-

siap menjadi pembina lingkungan masa depan. Dalam

konteks ‘inilah lingkungan akan dijadikan sebagai poros
utama pembuatan kebijakan untuk generasi sekararg dan
mendatang di wilayahnya. Selamat datang kepala daerah
yang beruhani lingkungan dalam rangka penyelamatan
negara Republik tercinta yang sedang porak poranda.
Saya ingatkan bahwa, KLH pernah membuka Konferensi
Hukum Lingkungan Berwawasan Budaya di Yogyakarta
pada 12-13 April 2007 yang dihadiri akademisi, penegak

hukum dan para budayawan maupun politisi “hijau”. Di _

sini didengungkan pentingnya hukum I‘ingykungan’:dan

para anggota parlemen yang hadir juga merasa bgiépa :

A o
s K el .



péntingnya fnenjaga lingkungan. Sebelumnya di Ja'karta ;

_juga digelar helatan penting para petinggi negara untuk
mempersiapkan kematangan konsep alokasi tertentu
bagi anggaran lingkungan. Semua agenda pada akhirnya
mengerucut pada aspek pendanaan. Aspek ini sebenarnya
klasik dan kita akan bangun suatu dana lingkungan yang
harus dijembatani melalui pengaturan pajak lingkungan
sebagaimana telah disinggung pada beragam regulasi.
Konsep demikian secara sepihak banyak ditolak pengusaha
yanqg tidak mengerti tentang pentingnya pelestarian fungsi

¥ lingkungan. Biarlan“ia tetap bergulir dengai: sendirinya

dan pada ujung ceritanya semua pihak akan memahami
bahwa ternyata pajak lingkiingan adalah bagian dari aspek
instrumen ekonomik pergelolaan lingkungan yang tidak
terlalu memberatkan pengusaha. Pengusaha berat selama
ini bukan karena soal pajak dan retribusi yang sudah diatur
secara jelas melainkar. soal penyediaan dana siluman yang
acapkali dipungut oleh preman-preman liar yano berbaju
kekuasaan.

~ Survel KLH tenfit saja mengejutkan banyak kalangan

~ “atau b-~hkan ditahggapi biasa-bias2 saja. KLH telah
- memberikan informasi bahwa sekarang ini hampir 50%

(tepatnya 47%) Kepala Daerah di Indonesia ini tidek rama

mgkungan SEparuhnya lagi bervariasi antara peduh

ebentmgan hngkunqan hidup. Kenyataan ini merisauka
‘baguan p:hak yang' di luar jejaring kekuasaan dalan
"reﬁyeiamatkan Imukau'gan masa depan Maka:km |
ran untuk ‘menjadikan sala

poin da‘.’amv-p_engemba‘ngan lingkungan htdup;dﬁr»;daer
alahsvdﬂihat«;dar!i"a!ékasifanggaran dalam APBD. Bera
_ persen dana dari APBD itu diberikan untuk kepentin

penge olaan ling 4ngan Apa1% 2%, 3% dangeterusn

dalam sektor lingkungan hidup. Bagaimana ini anggo

SURRA BUMETH 1)

: Saja untuk mendorong peran pubhk uala

«Undang-undang No. 26 TahU§n~ :

etéhgah pedul' sampai pada yang tidak mengem tentang

- saya dengan nang menenma.fo’ wla

Rata-rata di Indonesia beium 1% APBD itu dlper.untukka 1

DPRD dan Kepala Daerah? Apakah ini termasuk daerah

aspek Imgkungan memang beragam Secara fmansaal
sebagaimana yang terdapat dalam APBD sesungguhriya
bangsa ini sedang melakukan kekonyolan ekologis.
Lingkungan tidak mendapat perhatian serius dalam alokasi
anggaran yang jelas di APBD dengan memadai. Untuk itulah
membuat APBD Hijau alias APBD yang menuangkan secara
tegas sumber-sumber dana publik yang berasal dari upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan pos pengeluarannya
adalah langkah awal bagi penyelamatan Ilngkungan secara
finansial. APBD Hijau perlu segara dlwu1udkan bukan

kekuatan kebijakan yang berwawasan hngkungan tetapi
juga membuktikan bahwa para punggawa daerah memang
sedang “jatuh cinta” kepada lingkungan. Bagaimana?

Nekropolitan dalam Politik
Politik lingkungan sangat erat dengan polmk

’ planologi Ini sisi serius yang menjadl sumber dari segala

sumber problem lingkungan itu ya masalah tata ruang.

teman pengamat perkotzan yang prolin

WD BousTos ToeR 0
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Laporan Utama

sebatas gemerlap iklan lat iriyah saja dengan ruhani yang
kerdil dan gersang. Kota ‘membuat  kita penat dalam

pusaran yang menakutkan Cagar budayanya dlcakarl

Warisan leluhur dlembat dan diuntal dengan terang~
benderang tanpa risih sedikit pun. Penguasanya sepe_rtl -
konon dinamakan kota raya alias metropolitan sejak lama  kehilangan arah zamannya dan tidak sreg dengan apa
tergiring dan terglur untuk menjadi kota-kota kematian  yang seharusnya dikerjakan. Model pembuatén tempat-
~ yang disebrut nekropolitan. Simak dan sibaklah lembaran-  tempat iklan bando yang “najis” secara yuridis itu kelihatan
ihak tertentu yang tidak d

; lembaran»pe;kota_g@,dq Indonesia. Di banyak kota sedang  dalam penguasaan plha g
duamah oleh smpapun ‘Para p0||tISI turut terllbatkah dalam

yang men;engahykan Jengah dan Jenuh ‘mewarnai
fi'Penkehldupan di perkotaan terjelma seperti © tidak berpandangan “kotaku surgaku“."Apaka’ﬁ”méreka :
itu pe?aku "pembusukdn" ‘kota dengan politik yang aba




